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Menimbang :a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang
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kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama
6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun
2013;

bahwa untuk memberikan kesempatan kepada
Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang telah
mengajukan permohonan izin sampai dengan 6 Februari
2014, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu diperpanjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang
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Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel
dengan Mobilitas Terbatas;
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